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ABSTRAK 

 

Maida Jefnita Rahmi (2017) : Pelaksanaan Pasal 31 Pertaruan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Lima Puluh Kota 

 

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 18 UUD Negara RI 

Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara 

lain yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Paragraf 1 

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan Kode Etik Pasal 47 yaitu : (1) Peraturan 

DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD provinsi   dengan   

berpedoman   pada   ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Peraturan 

DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di 

lingkungan internal DPRD provinsi. 

Didalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Lima Puluh Kota juga memuat tentang Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu dalam Pasal 91 tentang tata 

cara rapat yang isinya sebagai berikut : (1) Setiap anggota DPRD wajib 

menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan 

sesuai dengan tugas dan kewajibannya, (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani daftar hadir. Akan 

tetapi pada kenyataannya banyak anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat 

paripurna.  

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di Kantor Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pasal 91 peraturan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 

Tahun2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kendala yang dihadapi dalam melaksankan 

peraturan tersebut. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian 

Hukum Sosiologis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur 

Pemerintah Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) 

Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan sampelnya 6 orang dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
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observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Analisis yang dilakukan adalah analisis 

kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah, pelaksanaan pasal 91 peraturan dewan 

perwakilan rakyat daerah kabupaten lima puluh kota nomor 1 tahun 2014 tentang 

tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten lima puluh kota. Yang mana 

anggota dewan perwakilan rakyat daerah wajib menghadiri rapat DPRD, baik 

rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya. Tetapi pada kenyataannya anggota dewan perwakilan rakyat 

daerah kabupaten lima puluh kota masih saja tidak mengikuti rapat paripurna 

secara bertutrut-turut, dikarenakan belum adanya sanksi yang jelas dan tegas 

terhadap pelanggaran tata tertib tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan, sehingga badan kehormatan belum mempunyai acuan untuk 

memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota DPRD yang melakukan 

pelanggaran tata tertib.  


